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Nomor  : 698/DJA.2/TI1.1/III/2025           18 Maret 2025 
Sifat  : Penting 
Lampiran : 1 (satu) set 
Hal  : Pelaksanaan Validasi Individu pada Aplikasi  
                  Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MARI 
     Triwulan I tahun 2025 
   
Yth. 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding; 

2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama 
 pada Lingkungan Peradilan Agama  
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Dalam rangka meningkatkan validitas dan updating data pegawai di 
lingkungan peradilan agama pada Sistem Kepegawaian (SIKEP) MA RI melalui 
Sistem Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIMTEPA), maka dengan 
ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama kembali melaksanakan 
kegiatan validasi individu data kepegawaian yang akan dilaksanakan pada 
tanggal 20 Maret 2025  sd 31 Maret 2025. 

 Sebagai informasi bahwa validasi individu ini menjadi salah satu kategori 
penilaian kinerja satuan kerja triwulan dengan ketentuan penilaian sebagai 
berikut: 

1. Nilai 0 untuk respon >10 hari;                                                 
2. Nilai 1 untuk respon ≤ 8 s/d 10 hari; 
3. Nilai 3 untuk respon ≤ 2 s/d 7 hari; 
4. Nilai 5 untuk respon 1 x 24 jam. 

 
sejak tanggal link validasi dikirim satker ke pegawai. Dengan rumus sebagai 
berikut:  
 

Jumlah poin seluruh pegawai 
X bobot kriteria (1%) jumlah poin maksimal seluruh pegawai 

  
Demi kelancaran kegiatan tersebut, dimohon kepada Saudara 

memastikan seluruh pegawai di satuan kerja masing-masing untuk mengecek 
kesesuaian data dan melakukan konfirmasi sesuai dengan petunjuk 
penggunaan validasi individu sebagaimana terlampir. 
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 Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Agama Mahkamah Agung R.I. tidak menerima pemberian apapun, baik 
kepada perorangan maupun Lembaga.  

 Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar 
melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan 
Mahkamah Agung R.I., dengan alamat https://siwas.mahkamahagung.go.id. 

 Jika terdapat hal-hal yang belum dipahami, silakan berkonsultasi ke 
Ditjen Badilag melalui inovasi MUCHLIS-ON dengan ID 5707983837; pascode: 
konsultasi. 

  

 Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. 
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Lampiran Surat Direktur Jenderal   
Badan Peradilan Agama MARI 
Nomor   : 698/DJA.2/TI1.1/III/2025 
Tanggal : 18 Maret 2025  
 
 

PETUNJUK PENGGUNAAN VALIDASI INDIVIDU 
 

PADA APLIKASI SIMTEPA 
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